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DFNCAヽ RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

BUPATI I,AI\GK.{T

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 86, 87, 88 dan 89
Peraturan Daemh Kabupaten Langkat Nomor 0l Tahu! 2015
tentang lerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 TahuE 2007
tentang Pembentukan Organisasi Peftngkat Daqah IGbupaten
Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Kalltor
Kesatuar Bangsa. dan Politik Kabupaien.Langkag
bahwa bedasalkan pertimbangan sebagairDa.oa dimal<sud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturatr Bupati rqrtung Rincian
Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dao Politik Kabupafn
Langkat.

Undang-Undang No. 7 Drt Tatrun 1956 tentatrg pembentuksn
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkuugan Propinsi
Sumalera Utara ( Lemba$n Negara Republik lldonesia Tahun
1956 Nomor 58 ):
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tEntaDg Aparatu Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembeohrkan
Peraturan Perundarg - Undangan (Lembaran Nega$ Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaralr Negara
Republik hdonesia Nomor 5234);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentzng Pemerittaban
Daerah (Lembaran Negara Republik Indodesia Tahun 2014 Nomor
244), Tambahan Lembar.n Negara Repubtik lndonesia Nornor
5587);
Peraturan Peme nt2h Nomor: 5 Tahun 1982 tentalg Perpiodahan
Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke
Stabat;
Peatrran Pemedl)tah Nornor : l0 Tahun 1986 tentang Perubahatr
Batas Wilayah Kot madya Daerah Tingkat II Binjai, IkbupareD
Daerah Tingkat II I-angkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Dcli
Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu! I 986 trlomor
11, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 3323);
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Peraturitl Daerah Kabupatcn Langkat Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Perurgkat Daerah Kabupaten
Langkat, sebagian lelah diubal dalah Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2015 (Tarnbahan Lembaran Daelah Kabupaten Langkat
Nomor 17):
Peraturao Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ufl.san
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat
(Lembarai Daerah Kabupaten Langkal Tahuo 2009 Nomo. 1,
Lembaran Daerah kabupatel Langkat Nomor 3);

MeDetrpkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN
FUNCSI KANTOR KESATUAN BANCSA DAN PCILrrК
KABUPATEN LANGKAT
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalan Pcrattlran ini ya::g dinlakstld dcngan:

l Da∝狙 ,ハ,lab Kablpatcn Langkat
2 Pemcnn●h Daett adalab Bllpati dan pcrangkat dacrah scbaga ulsur penyelmggam
Pemerln山 D"rab
3 Bup・ati^バ州ab Bupati Lan_qk“
4 Sckrctans Dacrall ad』 ふ Sckrclarヽ Daαah I●bupatcn langkat
5 Kantor Kesaman Bmgsa dall Pontlk ttalah Kantor Kcsatuan Bangsa dan Polltlk
Kabllp7atcn Langka

Kcpala*範 tor adalah Kcpala Xantor Kcsatuall Bangsa dan Polluk‐ bllpatcn Langkェ
Renstra ad』はh Rcncma Sctatcgis lnstansi Kantor Kcsatuan Bangsa dan Politik
Kabllpatcn Langkat

Rcllja adalah Rcncalla R3nc,a Kantor Kcsatuan 3angsa dan Politlk Kabupatcn Lan脚

Lユい ,ハ外証 Lapvn,Akmtabllltas Klntta P〔 m“nttt Kantor Kcsa― Bngsa dan
Politlk K● bupatcn Lanょ at

BAB TI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tedili dari :

s. Kepala Kantor.
b, Kasubbag 'fata Usaha (TU).
c. Seksi Kewaspadazur Nasional.
d. Seksi wawasan Kebangsaan dan Politik.
e. Seksi Kerananan Sosial dan Ekonomi.
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BAB III
RINCIAN TUCAS DAN FTJNGSI

Bagia! Kesatu
Kepal. Krntor

Pasal 3

Kepaia Kartor menlpunyai tugas pokok memballtu Bupali dalam menyelenggarakarr

pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan tugas lain yang diberikatr oleh

Bupati.

Pasal 4

(l)Untuk meryetenggalatan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3, Kepala Kanto!
merBpunyai Fungsi :

a. perumusan dan pengembangan kebijakan teknis bidang Kewaspadaan Nasional, Bina
Ideologi, Politik datr Wawasar F-ebangsaan se(a Ketalanan ekonomi, Agama, Seni
dan Budaya Masyarakat;

b. pen)'usunan rencans progam keda Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. pembinaan, fasilitasi dan pelalsirraan tugas di bidang Kewaspadaan Nasional, BiDa

ldellogi, Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Ketahanan ckonomi,Agarna, Seni dan
Budaya Masyarakat;

d. pembina1n, moDitoring, evaluasi dan peogawasan Lembaga/omng asing, ketabanan
ideologi da.n bela negara, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyrekat (LSM),
Organisasi Agama da, Seni Buday4 Organisasi Profesi dan Yayasan;

e. pengelolaan ketatausahaan, kepegalvaian, keuangan, umum perlengkapan seria
ketatalaksunaan;

f pelaksaaaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai deqan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Kador mernpunyai tugas :

a. melaksanakan kerjasama dengan dinas,'instansi te*ait dan orgauisasi laiDDya di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. mengadakan kebijakan pembinaan dan pe mantluan terhadap kegiatan Kesatuan Bangsa
dan Politilc pengliajian / rnasalah strateBis serra hnbunBan atrlar lexobaga;

c. meruIrluskim kebijakan pelalcsanaan K-esatuan Bangs4 pengkajiao masalah shat€gis,
daerah;

d. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Lembaga./orang asing,
ketahanan ideolcgi dan bela negara, organisasi Profesi dan Yayasaa;

e. melaksanakan pombinaan, fasilitasi dafl pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan
Nasional, Bina Ideologi, Politik dan Wawasan Keba.ngsaan selta Ketahanar ekotromi,
Agama, Seni dan Budaya;

f. merumuskarr kebijakan pelaksanaan pembauan bangsa dan kernitraan perrgembaogan
wawasan ketjangsaan, hubungan antar lembaga;

g. merumuskar kebijakan dibidang pendidikan politik masyarakat;
h. merurnuskan kebijakaa pelaksanaar, pengamanan masdah alout dan pelaksaruan

demokatisasi;
i. memmuskaa kebijakan kesiapan terhada,p pencegalan dini dan pena.nggulangaa korban

bencana alam;
j. melalaikan identifikasi dan analisis rcrhariap permasalalran terkait dengan ketahanan

ekonomi dai sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah datr metrgaocarn keuhrhao
oegara kesatuan republik indonesia;

k. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.



Bagian Kcdua
Kasubbag Tata Usaha

Prsrl 5

IGsubbag Tata Usr,lla mernpunyai tugas pokok melaksaflakan sebagian tugas Kepala Kantor
di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegauaian, keuangan,

perlengkapan, kemmabranggaan, lwsan umunl dan ketatalaksanaa!.

Pasal6

Kasubbag Tata Usaha mempuoyai tugas :

a. mengkoord inasikan urusa.n Kepegawaianl
b. menyiapkan urusan administrasi dan kea$ipan, mengelola urusan surat Den)'uat;
c. menyiapkan urusan kerumahtanggaan;
d. menyiapkan balun pelayanan untuk mengkoordinasikan penlrsuan program;

e. melakukar evaluasi, pendataan, dan pelaporan;
f. menglump.rn lapora! hasil kerja sctiap Seksi;
g. melaksanakan ketatalaksanaan Kafltor Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. menyiapkan bahan - bahan untuk penyrsunan rencana ke*ngrn dan anggaEn serto

analisis pelaksaoaan ane galanl
i. menghimpun, mengklasifikasi serta molgolah data dan bahaD - bahad penyusunan

angga&n;
. J. menyiapkan usularL pengelola anggaran prograrn darl pembetrftkatr panitia Peryadaao

Bararg Aasa.
k. melaksanakan perencanaex, paognm aiggarani
L melaksanakan uusan keualgan dan penyiapar a$alisa pelaksa[aan ^ncgarat serta

menrrslun perencanaan pengadaan barang / jasa:

m. menyusun dan menyiapkan lapo:an keuangan;
n, menyiapkur bahan penyrsunan Renstra. Renja dan Lakip Kartor Kesatuatr Bangsa dan

Politik.

Brgi{D Kctig.
Seksi K€waspadasn Nasioosl

Pasal 7

Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :

a. men) lsuo rencaDa kegiaun Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Kewaspadaan Nasionali
b. menyiapkaa, menyusun program dan fasilitasi serta monitoriDg dan evaluasi dalam rangka

pembinaan di bidang Stabilitas Daerah;
c. menyiapkan, menghimpun, mengolah seni motriloling dar evaluasi fasiliusi kewaspadaan

dini dan kerjasama Cengan forum - forum yang ada;
d. memonitoling dan mengevaluasi pelaksaaaaa serta fasilitasi pelaksauan Pemngar)an

Gangguan Keamana:r Dalarn Negeri dan penanganan konflik sosial;
e. melaksanakan dan memfasilitasi rapat Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah

(KOMINDA);
f mengirimpuir. memonitoring dal mengevaluisi keberadaan orang ashg dan tembaga asiry;
g. melaksanakau tugas-tugas lain yang diberika, oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya-

(



Bagiatr KeeEpat
Sel<si Wawasan Kebangsa^tr dab Politik

Pasal 8

Kepala Seksi 'Jy'awasan Kebangsaan dan Politil. mempunyai tugas :

a. men)rusun reflca.na kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Wawasan Kebaogsaao
dan Politik:

b. menyiapkan, lnen,,usun program dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaks€naan
kenrkunan agama dan l:epercayaan;

c. menyiapkan datadata pembinaan lrembauran men)'usuD progmm dan fasilitas serta
monitoring dan evahusi pelaksanaan pembaman kebangsaan;

d, menyiapkan dan Nen),usun program l'asilitasi pelaksanaan kemitaan pengembangan
wawasan kebangsaan i

e. memonitorilg dar rnengevaluasi pelal.sanaan kegiatan lembaga Legislatif dan Organisasi
Sosial Politik;

f. menghimpun mengolah dan mensistematiskan data serta monitoring dan evaluasi yang
berhubungan dengan Administrasi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat;

g. menyiapkan dao me.ryusrm program cian fasilitasi serta monitodng dan evaluasi
implementasi kebijakan politik;

h. menyiapkan, menghimpun dan mengevaluasi kelembagaan Politik Pemerintahan;
i. menyiapkan, menghimpun dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan Partai

Politik;
j. menyiapkan, rnenghimpun dan Fasiliti-si serta molitoring dan evaluasi pendididkatr

Buday4 Politik Pusat Perdidikan Wawasar Kebangsaan (PPWK);
k. mer.yiapkan, mensistematiskafl data dan Fasilitasi serta monitoring dan Evatuasi Pilkada

Pemilihan Umurn, Pemilihan Umum Presidel dan Wakil Presiden;
l. melaksanakor tugas -tugas lain yang di berikan Kcpala Kantor sesuai dengan Bidang

tugasnya.

Bagiat Kelima
Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Pasal 9

Kepaia Seki Ketahan,n Sosial dan Ekonomi rnempunyai tugas :

a. meryusun rencana kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ke.talunao
sosial dan Ekooomi;

b. menyiapkan perumusan kebijakao dan fasilitasi memonitoring dan evaluasi kebhanan
suoberdaya alam dan kesenjangaD perekonomian serta perilaku perekonomian sEsyarakat

c. memonitoring ketersediaan bahan pangai secara setabil, berkesiDambulgan dan melakukaD
operasi pasar, impor, penentuan harga tertinggi atau tereDdah;

d. menyiapkan perumLrsar kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ke,tahanan
Iembaga usaha Ekonomi, dan Ketaianan organisasi keroasyaiakatan di bi.l,ng
perekonomian;

e. melaksa.nakan kebijtkan dan memfasilitasi dala.'n menciptakan situ1si datr kondisi yang
kondusif di daerah, memeliham stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis,
mengembangkan elooomi yang keatif;

f. mengumpulJ<ano mensistematiskan data dan fasilitasi serta moniloring dan evaluasi
pelaksa.daa, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

g. melaksanakal tugas -tugas lain yang di berikan Kepala Kanto, scsuai dengan Bidang
tugasnya.
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BAB IV
KETENTUAN LAIN‐LAIN

Pasa1 10

Scmua kc、 vcnangan yang belkaitan dengan pcngangkatan, pcncmpatan, pcmindallan,

pcmbcrhclluan,pcgawal dllakllkan olch Bupal sclaku PcJabal Pcmbina Kepcgawalall

BAB V
KETENTUAN PONUTUP

Pasal 1l

(1) Dengan ditetapkaErya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 27 Tahun
2008 tetang Rircian Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Langkat
dicabut dan dinyatakan tidak bertaku.

(2) Ilal-hal yang belurn cukup diatur dalam peraturar ini sepanjang mengenai tek s
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati dan pelaksanaannya
dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor.

(3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap otarlg dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangafl Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

認
『
錯堅∫
iS響■4- 2015
BWPATILANGKAT,

Diundangkan di Stabat

pada●ng8al 14_4_   2015

SEKRETARIS DAERヽ H KABUPATEN LANGKA「 ,

メ
INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAHKABUPATEN LANGKATTAHUN 2015NOMOR _ 11
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BAB V
PETtruTUP

Pasal 13

(l) Hal - hal yang b€lum diatur sepanjang pelakaruan dari pelatulan ini di tetapkau dengaD
Keputusan Bupatii

(2) Ketentuan mengeDai tugas - ixg.as teknis op€rasional yang menjadi lingkup kewcoangan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akao diatur lebih lanjut dengan Keputu$o Kepala
Kantor:

(3) Segala ketentuan l/ang bertentagan dan atau tidak sesuai dengar perahu-an ini dinyatakan
tidak berta!,u lagi;

(4) Peranran irri berlaku sejak tanggal di undanglan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mcmeintahkan PenFmdangau peraturan ini
delgan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Dltctapkan di Stabat

p“a tangga1  4、 4_ 2015

2015

KABUPATEN I.ANGKAT,

UPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR… 1̈7………


